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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan 

hukum Sungai Konaweha yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah perlindungan preventif tetapi belum 

optimal. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara hanya 

melakukan pemantauan saja, dengan melakukan pengujian terhadap 

sampel air Sungai Konaweha untuk mengetahui indeks pencemaran 

kualitas air sungai, apakah mengalami penurunan kualitas air atau tidak. 

Tetapi perlindungan yang dilakukan tidak termasuk perlindungan 

sungai tapi pengelolaan sungai sehingga perlindungan yang dilakukan 

belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 

tentang sungai.    

B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara perlu lebih 

intensif dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan 

khususnya Sungai Konaweha.  

2. Dalam hal melakukan perlindungan terhadap Sungai Konaweha, Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara perlu melakukan 

perlindungan sesuai dengan peraturan yang sudah ada.  

3. Gubernur dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu 

mempertegas kebijakan perizinan, baik izin lingkungan maupun izin 

usaha pertambangan.  

4. Pemerintah daerah harus tegas apabila ditemukan adanya pencemaran 

lingkungan atau dampak yang dapat mengancam kehidupan 

masyarakat di sekitar Sungai Konaweha. 
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5. Sanksi hukum perlu diberikan secara tegas apabila ditemukan adanya 

pihak yang melanggar aturan/ketentuan dan terbukti melakukan 

pencemaran terhadap lingkungan. 
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